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Legal Reasoning SPPA

 bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya;

 bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak
mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan
hukum dalam sistem peradilan;

 bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-
Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang
mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak
mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan
khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
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 bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum masyarakat karena
belum secara komprehensif memberikan
pelindungan kepada anak yang
berhadapan dengan hukum sehingga
perlu diganti dengan undang-undang baru
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SPPA

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah
keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak
yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap
penyelidikan sampai dengan tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana.

(Pasal 1 (1) UU.SPPA)
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Asas SPPA

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan
asas:

a. pelindungan;
b. keadilan;

c. nondiskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi Anak;
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
h. proporsional;
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai

upaya terakhir;

j. penghindaran pembalasan.
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 Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah
anak yang berkonflik dengan hukum, anak
yang menjadi korban tindak pidana, dan anak
yang menjadi saksi tindak pidana.

(Psl 1 (2) UU SPPA

 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
diduga melakukan tindak pidana. (Psl 1 (3) UU
SPPA
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RESTORATIVE JUSTICE

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian
perkara tindak pidana dengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan. (Psl 1 (6) UU
SPPA

8



Hak-hak Anak dalam SPPA
 diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan

kebutuhan sesuai dengan umurnya;

 dipisahkan dari orang dewasa;

 memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

 melakukan kegiatan rekreasional;

 bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain
yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan
martabatnya;

 tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

 tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai
upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

 memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif,
tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
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 objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang
tertutup untuk umum;

 tidak dipublikasikan identitasnya;

 memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan
orang yang dipercaya oleh Anak;

 memperoleh advokasi sosial;

 memperoleh kehidupan pribadi;

 memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

 memperoleh pendidikan;

 memperoleh pelayananan kesehatan; dan

 memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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DIVERSI

 Diversi adalah pengalihan penyelesaian
perkara Anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana.

 (Psl 1 (7) UU SPPA
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Tujuan Diversi

 Pasal 6 Diversi bertujuan:

 mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

 menyelesaikan perkara Anak di luar proses
peradilan;

 menghindarkan Anak dari perampasan
kemerdekaan;

 mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

 menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

12



Diversi dapat dilakukan pada setiap tahap
proses peradilan pidana anak

Pasal 7

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan perkara Anak di
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi
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Pihak-pihak dlm Diversi

Pasal 8 UU SPPA :

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan
melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau
orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan
Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan
Keadilan Restoratif.

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga
Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
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Syarat Diversi

Pasal 7

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

 diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)
tahun; dan

 bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
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Pasal 8 

(1) Proses Diversi dilakukan melalui
musyawarah dengan melibatkan Anak dan
orang tua/Walinya, korban dan/atau orang
tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,
dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan
pendekatan Keadilan Restoratif.
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Materi Hasil Diversi

Pasal 10 (2) UU SPPA :

 Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing
Kemasyarakatan dapat berbentuk:

 pengembalian kerugian dalam hal ada korban;

 rehabilitasi medis dan psikososial;

 penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

 keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di
lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga)
bulan; atau

 pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
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Pasal 11 :

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara
lain: 

a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 

b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 
c.  keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan

di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 
(tiga) bulan; atau

d. pelayanan masyarakat. 
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Pasal 12 UU SPPA :

(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan
dalam bentuk kesepakatan Diversi.

(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap
tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya
dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk
memperoleh penetapan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut
Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.



 Pasal 13 

 Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan
dalam hal: 

 proses Diversi tidak menghasilkan
kesepakatan; atau

 kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. 
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Pasal 16 

 Ketentuan beracara dalam Hukum Acara
Pidana berlaku juga dalam acara peradilan
pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini. 
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Pasal 19 

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau 
Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam 
pemberitaan di media cetak ataupun 
elektronik. 

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak 
Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, 
alamat, wajah, dan hal lain yang dapat 
mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, 
dan/atau Anak Saksi. 
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Pasal 21

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua
belas) tahun melakukan atau diduga melakukan
tindak pidana, Penyidik, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional
mengambil keputusan untuk:

 menyerahkannya kembali kepada orang
tua/Wali; atau

 mengikutsertakannya dalam program
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di
instansi pemerintah atau LPKS di instansi
yang menangani bidang kesejahteraan sosial,
baik di tingkat pusat maupun daerah, paling
lama 6 (enam) bulan.
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Pasal 22

 Penyidik, Penuntut Umum, Hakim,
Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat
atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan
petugas lain dalam memeriksa perkara
Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi
tidak memakai toga atau atribut
kedinasan.
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Pengaturan 

Proses Peradilan Pidana Anak :

Penyidikan terhadap anak diatur dalam
Pasal 26 sampai dengan Pasal 40 UU SPPA

Penuntutan diatur dalam Pasal 41 – 42 UU
SPPA

Persidangan Anak diatur dalam Pasal 52 -
62 UU SPPA
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Penyidik Perkara Pidana Anak

 (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 telah berpengalaman sebagai penyidik;

 mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan

 memahami masalah Anak; dan

 telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan

 Anak.

 (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas
penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas
penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
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Diversi dalam Tahap Penyidikan

Pasal 29

 (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

 (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
dimulainya Diversi.

 (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan,
Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta
Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk
dibuat penetapan.

 (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan
penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum
dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan
penelitian kemasyarakatan.
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Penahanan Anak

Pasal 32

(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam
hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau
lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan
menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak
akan mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan
syarat sebagai berikut:

 Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;

 diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
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Penahanan Anak 

Pada Tahap Penyidikan

Pasal 33

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk
kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh
Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

(4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat
dilakukan di LPKS setempat.
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Penahanan Anak Pada Tahap Penuntutan

Pasal 34 UU SPPA :

 (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan
penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan
paling lama 5 (lima) hari.

 (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat
diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5
(lima) hari.

 (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
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Penahanan Anak Pada Tahap Persidangan

Pasal 35 UU SPPA :

 (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan
pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan
penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

 (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

 (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan
putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
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Penahanan Anak Pada Tahap Banding

Pasal 37 UU SPPA :

 (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan
pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat
melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

 (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.

 (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding
belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi
hukum.
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Penahanan Anak Pada Tahap Kasasi

Pasal 38 UU SPPA :

 (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk
kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi
dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas)
hari.

 (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh
Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

 (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi
belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi
hukum.
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Diversi Pada Tahap Penuntutan

Pasal 42 UU SPPA :

 (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling
lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari
Penyidik.

 (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

 (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan,
Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta
kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk
dibuat penetapan.

 (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib
menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan
perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil
penelitian kemasyarakatan. 34



Persidangan Perkara Pidana Anak

Pasal 44 UU SPPA :

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam
tingkat pertama dengan hakim tunggal.

(2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan
perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau
lebih atau sulit pembuktiannya.

(3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang
panitera atau panitera pengganti.
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Diversi Pada Tahap Persidangan

Pasal 52 UU SPPA :

(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai
Hakim.

(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan,
Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan
Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat
penetapan.

(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara
dilanjutkan ke tahap persidangan. 36



Pasal 54 UU SPPA :

Hakim memeriksa perkara Anak dalam
sidang yang dinyatakan tertutup untuk
umum, kecuali pembacaan putusan.

37



Pasal 57 UU SPPA :

(1) Setelah Surat Dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan
Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil
penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan
tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan
sosial;

latar belakang dilakukannya tindak pidana;

keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana
terhadap tubuh atau nyawa;

hal lain yang dianggap perlu;

berita acara Diversi; dan

kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing
Kemasyarakatan.
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Sidang Pembacaan Putusan

 Pasal 61 UU SPPA :

 (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan
dalam sidang yang terbuka untuk umum dan
dapat tidak dihadiri oleh Anak.

 (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak
Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media
massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dengan hanya menggunakan inisial tanpa
gambar.
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Ketentuan Pidana Anak

Pasal 69

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau
dikenai tindakan berdasarkan ketentuan
dalam Undang- Undang ini.

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat
belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.
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Pasal 71 UU SPPA :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas : 

a. pidana peringatan;

b. pidana dengan syarat : 

1) pembinaan di luar lembaga; 

2) pelayanan masyarakat; atau 

3) pengawasan. 

c. pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga; dan 

e. penjara. 

(2) Pidana tambahan terdiri atas: 

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 
pidana; atau 

b. pemenuhan kewajiban adat. 
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Pasal 81 UU SPPA :

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan
perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling
lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana
penjara bagi orang dewasa.

(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai
upaya terakhir.

(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak
pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
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Hak Narapidana Anak

Pasal 4 

 (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: 

 mendapat pengurangan masa pidana; 

 memperoleh asimilasi; 

 memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 

 memperoleh pembebasan bersyarat; 

 memperoleh cuti menjelang bebas; 

 memperoleh cuti bersyarat; dan

 memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 
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Tindakan
Pasal 82 UU SPPA :

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak
meliputi :

 pengembalian kepada orang tua/Wali;

 penyerahan kepada seseorang;

 perawatan di rumah sakit jiwa;

 perawatan di LPKS;

 kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau
pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau
badan swasta;

 pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

 perbaikan akibat tindak pidana.
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Peran serta Masyarakat

Pasal 93 UU SPPA :

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan Anak mulai dari
pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

 menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak
yang berwenang;

 mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan
dengan Anak;

 melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;

 berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan
pendekatan Keadilan Restoratif;

 berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban
dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;

 melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam
penanganan perkara Anak;

 melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan Anak.
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Ketentuan Pidana dalam Penegkan 

Hukum Pidana Anak

Pasal 96 UU SPPA :

 Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).

Pasal 97

 Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Pasal 98

 Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

 Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

 Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan
Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun.

Pasal 101 

 Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun. 
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